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No Indikator
Nilai Tingkat 
Kematangan

1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE 3

2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 1

3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE 1

4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK 2

5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data 1

6 Kebijakan internal integrasi Sistem Aplikasi 1

7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 1

8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas 1

9 Kebijakan internal layanan Manajemen Kepegawaian 1

10
Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan 

penganggaran

3

NILAI KEMATANGAN Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018



11
Kebijakan internal layanan manajemen keuangan 2

12 Kebijakan internal layanan manajemen Kinerja 3

13 Kebijakan Internal Layanan manajemen Pengadaan 3

14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik 3

15 Kebijakan Internal Layanan dokumentasi dan informasi hukum 2

16 Kebijakan Internal Layanan Whistle-Blowing System 1

17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi pemerintahan 3

18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah 3

19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 2

20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah 2



24 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai 3

25 Layanan Naskah Dinas 3

26 Layanan manajemen kepegawaian 3

27 Layanan manajemen perencanaan 3

28 Layanan manajemen Penganggaran 3

29 Layanan manajemen keuangan 3

30 Layanan manajemen kinerja 3

31 Layanan pengadaan 4

32 layanan Pengaduan publik 3

33 Layanan dokumentasi dan informasi hukum 3

34 Layanan Whistle-Blowing System 1

35 LPM 1

36 Suwarga 1

37 Perizinan Online 3



Evaluasi SPBE 
Tahun 2020
Pemerintah Kota Banda Aceh

Materi  merupakan ringkasan dari bahan paparan yang disampaikan dalam 

kegiatan SOSIALISASI EVALUASI SPBE 13-14 JULI 2020



Filosofi SPBE

Kebijakan Tata Kelola Layanan

“Nyuruh (arah, rencana dan tujuan)”-nya sudah benar?  Eksekusi/implementasinya sudah benar?
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Tingkat Kematangan dan Evidence

5 - Optimum

4 – Terintegrasi & Terukur

3 - Terstandarisasi

2 - Terkelola

1 - Rintisan “konsep/draft”

“sebagian”

“semua”

“antar instansi”, “dikendalikan”,

“dievaluasi”
notulen evaluasi

merujuk pada  
modul asistensi

Pembaharuan kebijakan,
notulen evaluasi telah ditindaklanjuti

generic evidence

Tata KelolaKebijakan

3 – Transaksional

4 – Kolaborasi

5 – Optimum

2 – Interaksi/Interaktif

1 – Informasi/Diseminatif

Layanan



Indikator 1,2,3,4 <> 18,19,20,21

▪ Modul Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan SPBE

▪ Modul Kebijakan dan Tata Kelola Strategi dan Perencanaan Strategis SPBE

1) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Tim Pengarah SPBE (Indikator 1 & 18)
2) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 

(Indikator 2 & 19)
3) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Rencana Induk SPBE (Indikator 3 & 20)
4) Kebijakan Internal dan Tata Kelola Anggaran dan Belanja TIK (Indikator 4 

& 21)



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE

Indikator 1 Kebijakan InternalTim
Pengarah SPBE Instansi  Pemerintah

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah  SPBE?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsepkebijakan
internal terkait Tim Pengarah SPBE.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mencakup pengaturan tugas-tugas
Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat 
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan  internal  mencakup  pengaturan  tugas-tugas  Tim  Pengarah SPBE
yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah
di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan  internal  mencakup  pengaturan  tugas-tugas  Tim  Pengarah SPBE
yang  mendukung  penerapan  SPBE  antar  Instansi  Pusat,  antar Pemerintah
Daerah, atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah, kemudian 
ditindaklanjuti dengan kebijakanbaru.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Kebijakan Tim Pengarah SPBE

Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



• Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE

yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat

daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Indikator 1…

Level 3 untuk Kebijakan Tim Pengarah
SPBE



• Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-

tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung

penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar

Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Indikator 1…

• Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi

secara berkala terhadap perubahan lingkungan,

teknologi, dan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah, kemudian

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Level 5 untuk Kebijakan Tim Pengarah SPBE

Level 4 untuk Kebijakan Tim Pengarah SPBE



• Tim pengarahSPBE telah
melaksanakantugas dan
fungsinya secara

keseluruhan.

Level 3

Dokumen rencana/program kerja  
tahunan Tim Pengarah SPBE 
beserta  keseluruhan
progres/capaiannya

• Tim pengarah SPBE telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

yang secara  keseluruhan dapat 

dipantau dan dievaluasi secara

berkala.

Level 4

Dokumen rekomendasi/hasil rapat  
koordinasi Tim Pengarah SPBE  
dalam rangka reviu capaian  
rencana/program kerja

Indikator 18…

untuk Tim Pengarah SPBE



• Kinerja Tim pengarah SPBE dapat ditingkatkan secara 

berkesinambungan  sebagai tindak lanjut hasil 

pemantauan dan evaluasi.

Indikator 18…

Level 5 untuk Tim Pengarah SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah  dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

tugas dan fungsi dari tim  dimaksud dari hasil evaluasi

berkala.

Dibuktikan dengan :

Dokumen hasil tindak lanjut dari  rekomendasi 
penyelesaian  rencana/program kerja Tim  Pengarah
SPBE

Indeks SPBE meningkat



Indikator 2

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE

Indikator 2 Kebijakan Internal
Inovasi Proses Bisnis  

Terintegrasi

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara memiliki kebijakan internal terkait  proses bisnis 

(alur kerja) terintegrasi?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan
internal terkait standardisasi penyusunan proses bisnis.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standardisasi
penyusunan proses bisnis.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah mendukung integrasi proses bisnis di dalam
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat,
antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah  Daerah, atau antar 

Instansi Pemerintah lainnya.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, kemudian

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Tim Pengarah SPBE

Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



• Kebijakan internal telah ditetapkan
dan mendukung standardisasi penyusunan proses
bisnis.

Indikator 2…

Level 2 untuk Kebijakan Inovasi Proses Bisnis
Terintegrasi

SE yang mendukung  

standarisasi proses  bisnis

• Kebijakan internal telah mendukung integrasi
proses bisnis di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara.

Level 3 untuk Kebijakan Inovasi Proses 
Bisnis Terintegrasi

Peraturan 

yang  

mendukung

integrasi  

dengan

internal



• Kebijakan telah mendukung integrasi proses

bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah

Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah, atau antar Instansi

Pemerintah lainnya.

Indikator 2…
Level 4 untuk Kebijakan Inovasi Proses Bisnis
Terintegrasi

Peraturan yang  mendukung integrasi  

dengan eksternal

• Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan

dievaluasi secara berkala terhadap perubahan

lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah, kemudian

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Level 5 untuk Kebijakan Inovasi Proses Bisnis
Terintegrasi

Revisi

Peraturan



• Dokumen proses bisnis belum tersedia atau 

telah disusun secara sementara (ad-hoc);
• Belum terdapat standardisasi proses bisnis.

Level 1

Indikator 19…

Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Level 2

• Proses bisnis yang tertuang dalam

dokumen yang terstandarkan,  

diterapkan pada sebagian unit kerja di 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumen Proses Bisnis hanya berupa SOP

Minimal Berupa konsep



• Penerapan proses bisnis yang 

terintegrasi dengan sistem 

elektronik dan  dapat dipantau 

serta dievaluasi secara

berkala.

Indikator 19…

Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Dokumen hasil penerapan  integrasi 

proses bisnis unit  kerja /perangkat 

daerah  melalui sistem elektronik  

yang dapat dipantau dan  dievaluasi Dokumen  Perubahan/  

Penyempurnaan  Proses Bisnis

Level 5 
Penerapan proses bisnis yang terintegrasi 
diperbaiki secara  berkesinambungan 
sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi.

Level 4 



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1
Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE

Indikator 3
Kebijakan Internal
Rencana Induk SPBE  Instansi
Pemerintah

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait rencana induk  SPBE?

Tingkat 1
Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan
internal terkait rencana induk SPBE.

Tingkat 2
Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang 
mencakup hanya sebagian dari muatan rencana induk SPBE
yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta jalan SPBE.

Tingkat 3
Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang
mencakup seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE,  arsitektur SPBE, dan peta 
jalan SPBE.

Tingkat 4
Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang
mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah  dan/atau antar Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tingkat 5
Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah, kemudian 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Tim Pengarah SPBE

Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



Penjelasan Indikator 3 (Rencana INDUK TIK):

a. Kebijakan Rencana Induk SPBE mengatur perencanaan SPBE yang
mendukung pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE,
arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.

b. Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK,
Master Plan TIK, rencana pengembangan TIK, Bue Print Pengembangan
TIK, dan sejenisnya.

c. Penilaian kebijakan internal rencana induk SPBE dimaksud tidak harus
dalam bentuk satu kebijakan tersendiri (khusus), namun dapat berupa
aturan-aturan/norma-norma di dalam suatu kebijakan yang dimiliki oleh
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kriteria berikut.



Indikator 3

Kriteria tingkat kematangan (Lanjutan)

• Tingkat 3:

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengaturan telah
mencakup keseluruhan muatan visi dan misi SPBE,
arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.

• Tingkat 4:

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengaturan rencana
induk SPBE telah mendukung integrasi SPBE antar
Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE
harus dapat menggambarkan integrasi SPBE dan
direncanakan dalam peta jalan SPBE.



Pedoman Rencana Strategis SPBE  

Mencakup Peta Rencana SPBE

Pedoman Rencana 

Strategis  SPBE 

mencakup Arsitektur

Konten Rencana Strategis SPBE

Level 3



Tingkat 5:
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait
rencana induk SPBE dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi
diterapkan untuk memperbaiki/menyempurnakan kebijakan
tersebut dengan kebijakan yang baru agar sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
lingkungan dan teknologi.

Revisi

Peraturan



Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Strategi dan Perencanaan

Indikator 20 Rencana Induk SPBE
Instansi Pemerintah

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki dokumen rencana induk SPBE?

Tingkat 1 Rencana induk SPBE belum tersedia atau telah menyusun konsep terkait
rencana induk SPBE. Dokumen rencana induk SPBE belum dilegalisasi.

Tingkat 2 Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian dari muatan
visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi,
arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.

Tingkat 3 Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi
dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur  aplikasi, arsitektur 
teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.

Tingkat 4 Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE diterapkan secara
konsisten

melalui  rencana  kerja  3  (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi  secara
berkala.

Tingkat 5 Peta jalan rencana induk SPBE dilakukan pemutakhiran secara
berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Tim Pengarah SPBE

Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



Penjelasan Indikator 20:

a. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung 

pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan  

SPBE.

b. Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya

visi dan misi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.

c. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan arsitektur bisnis,  

arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan

d. Peta jalan SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program  

kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan baiaya.

e. Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK, Master Plan TIK,  

rencana pengembangan TIK, Blue Print Pengembangan TIK, dan sejenisnya, atau  dapat 

merupakan bagian dari Rencana Induk TIK/sejenisnya tersebut.

f. Penilaian Rencana Induk SPBE dilakukan terhadap proses/implementasi yang telah

dilaksanakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terhadap Rencana Induk SPBE

dimaksud dan telah memenuhi kriteria berikut.





Kriteria tingkat kematangan:

• Tingkat 5:

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah sudah dapat melakukan pemutakhiran peta jalan 

SPBE pada Rencana Induk  TIK/SPBE/sejenisnya secara 

berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil  pemantauan dan

evaluasi.

Perubahan Rencana 

Strategis SPBE



Domain 1 Kebijakan Internal
SPBE

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE

Indikator 4 Kebijakan Internal
Anggaran dan Belanja  TIK

Apakah  Instansi  Pusat/Pemerintah  Daerah Saudara
memiliki kebijakan  internal  terkait perencanaan dan
penganggaran TIK?

Tingkat 1 Kebijakan  internal  belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan
internal terkait perencanaan dan penganggaranTIK.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan
dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana 
induk SPBE.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaandan
penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana  induk SPBE.

Tingkat 4 Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaandan
penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar  Pemerintah 
Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah, 
kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Tim PengarahSPBE

Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



Penjelasan Indikator 4:

a)Perencanaan dan Penganggaran TIK adalah proses perencanaan dan penganggaran untuk
belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)Penilaian kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK dimaksud tidak harus
dalam bentuk satu kebijakan tersendiri (khusus), namun dapat berupa aturan-
aturan/norma-norma di dalam suatu kebijakan yang dimiliki oleh Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan telah memenuhi kriteria berikut.



Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 21 Anggaran dan Belanja

TIK
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk  
penerapan SPBE?

Tingkat 1 Perencanaan dan penganggaran TIK belum tersedia atau telah tertuang dalam
rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penerapanSPBE.

Tingkat 2 Terdapat perencanaan dan penganggaranTIK yang tertuang dalam rencana
kerja dan anggaran tahunan; Sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan
kepada unit pengelolaTIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.

Tingkat 3 Terdapat  perencanaan  danpenganggaran TIK yang tertuang dalam rencana
kerja dan anggaran tahunan; seluruh perencanaan dan penganggaran TIK  dikonsultasikan 
kepada unit pengelolaTIK.

Tingkat 4 Seluruh perencanaan dan penganggaranTIK yang tertuang dalam rencana
kerja dan anggaran tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah terintegrasi
dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara
berkala.

Tingkat 5 Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi
di unit pengelola TIK ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan  anggaran 
tahun berikutnya.

Penjelasan: Narasi Tingkat Penilaian Kematangan Tim PengarahSPBE
Data Pendukung: Daftar Bukti Pendukung (bisa lebih dari 1 bukti)



Gambaran/contoh data pendukung pemenuhan:
• Tingkat 1:

Dokumen RKA/DPA tahunan/sejenisnya yang berisi perencanaan dan penganggaran TIK untuk
penerapan SPBE.

• Tingkat 2:
Dokumen hasil konsultasi perencanaan dan penganggaran TIK oleh sebagian unit kerja/perangkat
daerah kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Tingkat 3:
Dokumen hasil konsultasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran TIK dari unit kerja/perangkat
daerah di bidang perencanaan dan penganggaran kepada unit pengelola TIK di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

• Tingkat 4:
Dokumen laporan progres/capaian RKA/DPA tahunan/sejenisnya yang berisi seluruh perencanaan
dan penganggaran TIK pada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Tingkat 5:
Dokumen rekomendasi perencanaan dan penganggaran TIK untuk rencana kerja tahunan/sejenisnya
yang akan digunakan pada tahun
anggaran berikutnya.



M2. Modul Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi  
dan Komunikasi SPBE

1)Kebijakan Internal dan Tata Kelola Pengoperasian 

Pusat Data (Indikator 5 & 22)

2)Kebijakan Internal dan Tata Kelola Integrasi 

Sistem Aplikasi (Indikator 6 & 23)

3)Kebijakan Internal dan Tata Kelola Penggunaan 

Aplikasi Umum Berbagi Pakai (Indikator 7  & 24)



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 5 Kebijakan Internal
Pengoperasian Pusat Data

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan  internal  terkait pengoperasian pusat
data (data center)?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait pengoperasian pusat data.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat
data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah
Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua
unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk
melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………………



Tingkat 4



Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 5 Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki layanan pusat data (data center)?

Tingkat 1 Layanan pusat data (data center) belum tersedia atau disediakan oleh jasa layanan pusat data non
pemerintah.

Tingkat 2 Tersedia satu atau lebih layanan pusat data (data center) yang dimiliki oleh instansi pemerintah;
Terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data; Sudah dimanfaatkan oleh sebagian unit
kerja/perangkat daerah; pengendalian layanan berada di beberapa unit kerja/perangkat daerah.

Tingkat 3 Prosedur pengoperasian baku pusat data (data center)  telah diterapkan secara konsisten
oleh seluruh unit kerja/ perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) dilakukan secara terpusat;
Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala  berdasarkan hasil analisis rekaman 
aktivitas pusat data (data center).

Tingkat 5 Kinerja pengoperasian layanan pusat data (data center) ditingkatkan secara
berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Pengendalian  
Terpusat



PAGE

Monitoring dan
Perencanaan Kapasitas



Verifikasi Evidence

Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat  
aksesnya

Bukti bahwa “Prosedur Pengoperasian Baku” telah “telah diterapkan  
secara konsisten”. Contoh: adanya permohonan, hasil uji  
kelayanan/keamanan, dst

Bukti atas “analisis rekaman aktivitas pusat data”, contoh: notulen evaluasi
utilisasi, perencanaan kapasitas, kewajaran akses, dsb



Domain1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE

Indikator 6 Kebijakan Internal
Integrasi Sistem Aplikasi

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem  
aplikasi?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait integrasi sistem aplikasi.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem
aplikasi pada sebagian sistem aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua
sistem aplikasi di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi
Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah  Daerah.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………………



Tingkat 3



PAGE



Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 23 Integrasi Sistem
Aplikasi

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah
melakukan integrasi sistem aplikasi?

Tingkat 1 Integrasi sistem aplikasi belum tersedia atau telah diterapkan secara sementara (ad-
hoc). Belum terdapat rencana integrasi sistem aplikasi.

Tingkat 2 Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari
rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Integrasi sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat dikendalikan,
dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.

Tingkat 5 Integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan  Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



PAGE

“rencana”



Verifikasi Evidence

“Rencana Integrasi”

▪ Rencana Induk
▪ Integrasi Aplikasi

“Diterapkan”

▪ Screenshot yang menunjukkan adanya  
integrasi antar aplikasi, atau cuplikan  
source code pemanggilan API

▪ Screenshot berupa bentuk integrasi  
layanan, middleware (API), dan data.

▪ Integrasi dapat berupa pertukaran data  
antar sistem/aplikasi sehingga tidak  
diperlukan entri ulang terhadap data  
yang sudah ada pada sistem/aplikasi  
lainnya. Integrasi tidak berupa link  
akses ke web/aplikasi lain, atau akses  
login ke sistem lain



PAGE

Direncanakan dan terealisasi  

Direncanakan, belum terealisasi  

Tidak direncanakan

Contoh 
evidence



PAGE

Indikator 7

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 7 Kebijakan Internal
Penggunaan Aplikasi  Umum 
Berbagi Pakai

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait penggunaan 
aplikasi  umum berbagi pakai?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan; hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakai

telah diatur dalam kebijakan internal.
Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum

berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah, 
kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



PAGE

Tingkat 3

Scope “Aplikasi Umum” minimal sesuai Perpres,
namun dapat diperluas sesuai kebutuhan KLD



PAGE

Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 5 Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum
Berbagi Pakai

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi  
pakai?

Tingkat 1 Aplikasi umum berbagi pakai belum tersedia atau penggunaannya masih bersifat
sementara (ad-hoc); Belum terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi  pakai.

Tingkat 2 Terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tetapi
diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi  
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan secara keseluruhan
sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat
dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.

Tingkat 5 Kinerja aplikasi umum berbagi pakai ditingkatkan secara berkesinambungan
sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Verifikasi Evidence

“Rencana Penggunaan”

▪ Rencana Induk

▪ Arsitektur Aplikasi

“Diterapkan Keseluruhan”

▪ Daftar/katalog aplikasi umum
berbagi pakai beserta alamat
aksesnya

▪ Screenshot masing-masing
Aplikasi

“Rencana Penggunaan”

▪ Rencana Induk

▪ Arsitektur Aplikasi

“Diterapkan Keseluruhan”

▪ Daftar/katalog aplikasi umum
berbagi pakai beserta alamat
aksesnya

▪ Screenshot masing-masing
Aplikasi



PAGE

Notulen Evaluasi Tingkat 4

Tindak Lanjut  
Notulen EvaluasiTingkat 5
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Domain 3 Layanan SPBE Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki

sistem pengadaan secara elektronik?Indikator 31 Layanan Pengadaan

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki

kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan

Naskah Dinas

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki

kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan

Manajemen Kepegawaian

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki

kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan

Pengadaan

Domain 3 Layanan SPBE Apakah Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara memiliki

sistem naskah dinas elektronik?
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas

Domain 3 Layanan SPBE Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki

sistem manajemen kepegawaian?
Indikator 26 Layanan Manajemen

Kepegawaian



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspe
k 2

Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan
Naskah Dinas, Layanan Manajemen
Kepegawaiandan Layanan Pengadaan

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara

memiliki kebijakan internal terkait sistem 
naskah dinas  elektronik?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait sistem naskah dinas elektronik.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas
elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem naskah
dinas elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik
dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,  
kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………
Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Level 3

Level 4



PAGE

Contoh Kebijakan Layanan Manajemen
Kepegawaian



Skema Pengadaan



Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Indikator 25 Layanan Naskah Dinas Apakah Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara

memiliki sistem naskah dinas elektronik?

Tingkat 1 Sistem naskah dinas elektronik belum tersedia atau layanan hanya menyajikan
diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi,  dan surat
resmi.

Tingkat 2 Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian
informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen
seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.

Tingkat 3 Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital
dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 4 Sistem naskah dinas elektronik mendukung layanan kolaborasi dimana layanan
persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen  
kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.

Tingkat 5 Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Contoh bukti dokumen terkait Layanan Naskah Dinas Elektronik 
dengan nilai 3

sistem memiliki fitur mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-
dokumen ke tujuan penerima
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LAYANAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK, PROSES MENUJU NILAI 5
EVALUASI DAN PROSES PERBAIKAN SECARA BERKALA
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Indikator 2

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6

Indikator 26
Layanan Manajemen  

Kepegawaian
Apakah

Layanan Administrasi Pemerintahan  

Berbasis Elektronik

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara

memiliki sistem manajemen kepegawaian?

Tingkat 1 Sistem manajemen kepegawaian belum tersedia atau layanan hanya menyajikan

diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat

Tingkat 2

Tingkat 3

jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.
Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai.
Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna

Tingkat 4

dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti

mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.

Sistem manajemen kepegawaian mendukung layanan kolaborasi dimana layanan

Tingkat 5

kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi

atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara

(BKN).

Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Level 3 dibuktikan dengan :

Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat

mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna

seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dll.

Level 4 dibuktikan dengan 

Aplikasi kepegawaian terintegrasi
• Terhubung ke BKN (Badan Kepegawaian Negara)
• Ada bukti Proses Bisnis dan SOP antara aplikasi eSDM dengan BKN pusat
• eSDM terintegrasi dengan layanan naskah dinas elektronik, e-kinerja, dll.

Level 5 dibuktikan dengan 
Aplikasi kepegawaian telah di evaluasi, perbaikan, pengembangan, dll.
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Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Indikator 31 Layanan Pengadaan Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki sistem pengadaan secara elektronik?

Tingkat 1 Sistem pengadaan secara elektronik belum tersedia atau layanan hanya menyajikan
diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa  yang 
dibutuhkan oleh instansi.

Tingkat 2 Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi, mengunduh  dan mengunggah dokumen, dan memasukkan  data terkait
pengadaan.

Tingkat 3 Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses
pengadaan, verifikasi penyedia.

Tingkat 4 Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan
pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen
penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi
pemerintah lainnya.

Tingkat 5 Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Penjelasan: …………………………………………………………………………………
Data Pendukung: …………………………………………………………………………



PAGE



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Perencanaaan
dan Penganggaran

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah/ Saudara
memiliki  kebijakan  internal  terkait  sistem manajemen
perencanaan dan penganggaran?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen
perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi  
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem
manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan
dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah  Daerah
Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah  
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung : …………………………………………………………………………
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Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan  

Berbasis Elektronik

Indikator 27 Layanan Manajemen  Perencanaan Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Saudara  memiliki sistem manajemen

perencanaan?Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Sistem manajemen perencanaan belum tersedia atau layanan hanya menyajikan  

diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.

Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari  

informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.
Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimanapengguna

Tingkat 4

dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon

kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah.

Sistem manajemen perencanaan mendukung layanan kolaborasi dimana layanan
perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen  

pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan

menyesuaikan

dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
Tingkat 5 Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan  

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Halaman/fitur/manual 
aplikasi Screenshoot ya...

Aplikasi disebutkan
dengan jelas



Domain 1
Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan
Manajemen Keuangan

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara memiliki kebijakan internal terkait
sistem manajemen  keuangan?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal

terkait sistem manajemen keuangan.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen
keuangan pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan

manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

dari sistem

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan
dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,  
kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………
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Level 3

Aplikasi
disebutkan

dengan
jelas

Level 3!



Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Indikator 29 Layanan Manajemen
Keuangan

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?

Tingkat 1 Sistem manajemen keuangan belum tersedia atau layanan hanya menyajikan
diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan.

Tingkat 2 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.

Tingkat 3 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada
pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 4 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan
keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian,
layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan
layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.

Tingkat 5 Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………
Data Pendukung: …………………………………………………………………………
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Indikator 12

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE
Pilih

Tingkat 1,

5

Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan

Manajemen Kinerja

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara

memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen 2, 3, 4,atau
kinerja?

Tingkat 1

Tingkat 2

Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal

terkait sistem manajemen kinerja.

Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem

Tingkat 3

Tingkat 4

manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  Saudara.

Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem

manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja  

dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap

perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,

kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………





Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Indikator 30 Layanan Manajemen
Kinerja

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki sistem manajemen kinerja?

Tingkat 1 Sistem manajemen kinerja belum tersedia atau layanan hanya menyajikan diseminasi
(penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kinerja.

Tingkat 2 Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentase)  kemajuan
kinerja.

Tingkat 3 Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada
pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi
kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 4 Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan
dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran,layanan  Monev, 
RKPD, e-Musrembang, dan sebagainya.

Tingkat 5 Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………
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• Aplikasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Perencanaan Anggaran dan Informasi Kinerja
Terintegrasi)
• Dibangun oleh BPPT

• Aplikasi e-Performance, e-Sakip, e-Kinerja
• Dibangun di berbagai instansi pemerintah, seperti Pemerintah Kota Surabaya,  

Kemenkumham, Kemenparekraf, dll.
• dsb.

Indikator 30

Contoh Penerapan Layanan

3 – Transaksional

4 – Kolaborasi

5 – Optimum

2 – Interaksi/Interaktif

1 – Informasi/Diseminatif



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE

Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan
Pengaduan Publik

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem  
pengaduan publik?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan
internal terkait sistem pengaduan publik.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem
pengaduan publik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  
Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan
publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan
sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal  dipantau,  dinilai, dan dievaluasi  secara berkala  terhadap
Perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung:…………………………………………………………………………



Level 3

Keseluru
han OPD

Level 5

Evaluasi/
perubah

an

Level 4

integrasi
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Indikator 32

Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pilih  

Tingkat 1,

2, 3, 4,

atau 5

Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara

memiliki sistem layanan pengaduan publik?

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Sistem pengaduan publik belum tersedia atau layanan hanya menyajikan  

diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.

Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari  

informasi dan menyampaikan pengaduan.
Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti  kemajuan 

penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.

Tingkat 4 Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan
pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti  

manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE

layanan  

instansi

pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).

Tingkat 5 Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap  perubahan 

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Data Dukung lainnya – berupa rekapan dan 
evaluasi tindak lanjut layanan pengaduan
publik
berbasis elektronik



LAPOR – Layanan Pengaduan Publik KemenpanRB
PermenPAN RB 62/2018 tentang Pedoman Sistem 
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



Contoh kasus – Level kematangan teknis layanan pengaduan publik
TINGKAT 5
Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan  terhadap 
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Memenuhi 
tingkat 4,  
adanya 
kolaborasi sistem
Screenshot API 
please....



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan
Dokumentasi dan 
Informasi  Hukum

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan  
dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sebagian kebutuhan di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukungseluruh kebutuhan dari
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi  
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi
dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahanlingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …………………………………………………………………………………

Data Pendukung: …………………………………………………………………………



Contoh- Level 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala  terhadap 
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi  Pusat/Pemerintah Daerah, kemudian 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
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Indikator 15

Memenuhi Tingkat 4

Memenuhi Tingkat 4



Contoh Tingkat 3 - Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi  
dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum,  
dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi  
informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk  

hukum.

Status 
aktif



Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan
Whistle Blowing System
(WBS)

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal untuk WBS?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait WBS.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada
sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi
lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …… Narasi Evaluasi Mandiri Tingkat Penilaian Kematangan Kebijakan Tim Pengarah SPBE / Penjelasan
kenapa ada di posisi tingkat tertentu
Data Pendukung: ....... Daftar Bukti Pendukung penjelasan diatas (bisa lebih dari 1 bukti)
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Level 3

Level 2

Level 3
integrasi
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Indikator 34

• Tingkat 1:
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah dapat menerima informasi pengaduan  dari pelapor.

• Tingkat 2:
Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan WBS telah menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi dan menyampaikan laporan.

• Tingkat 3:
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan WBS telah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan, resolusi
laporan, perlindungan kerahasiaan pelapor dan penerapan mekanisme nirsangkal.

• Tingkat 4:
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan WBS telah mendukung layanan kolaborasi dimana dapat diintegrasikan dengan
suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lainnya.

• Tingkat 5:
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan WBS dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan
lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Kriteria masing-masing tingkat kematangan (kebijakan):
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Indikator 34

• Tingkat 1:
Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan diseminasi informasi yang memenuhi kriteria tingkat 1.

• Tingkat 2:
Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan interaksi/ daftar layanan dan fitur aplikasi/proses
bisnis/SOP aplikasi/ dokumentasi terkait lainnya yang memenuhi kriteria tingkat 2.

• Tingkat 3:
Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan transaksi/ daftar layanan dan fitur aplikasi/proses
bisnis/SOP aplikasi/arsitektur aplikasi/dokumentasi terkait lainnya yang memenuhi kriteria tingkat 3.

• Tingkat 4:
Dokumen screenshot layanan kolaborasi/daftar layanan dan fitur aplikasi/integrasi proses bisnis/SOP
aplikasi/arsitektur aplikasi/pengelolaan repositori API/ dokumentasi terkait lainnya yang memenuhi kriteria
tingkat 4.

• Tingkat 5:
Dokumen screenshot layanan optimalisasi/manajemen layanan (pengelolaan fitur aplikasi)/proses
bisnis/SOP aplikasi/arsitektur aplikasi/update aplikasi dari versi sebelumnya/dokumentasi terkait lainnya
yang memenuhi kriteria tingkat 5.

Gambaran/contoh data pendukung pemenuhan (teknis/layanan ):



P

A

G

E

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan
publik Instansi Pemerintah

Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal
terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas
pokok Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara?

Tingkat 1 Kebijakan internal belum tersedia atau telah menyusun konsep kebijakan internal
terkait sistem pelayanan publik.

Tingkat 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari

sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 3 Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan

publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 4 Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Tingkat 5 Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,  kemudian 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Penjelasan: …….. Narasi Evaluasi Mandiri Tingkat Penilaian Kematangan Kebijakan Tim Pengarah SPBE /
Penjelasan kenapa ada di posisi tingkat tertentu
Data Pendukung: ........ Daftar Bukti Pendukung penjelasan diatas (bisa lebih dari 1 bukti)
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Indikator 17

• Tingkat 1:
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki atau telah tersedia konsep kebijakan internal
untuk mendukung sistem pelayanan publik dimaksud, atau dalam proses pengesahan.

• Tingkat 2:
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung sebagian  
kebutuhan sistem pelayanan publik.

• Tingkat 3:
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengaturan telah mencakup seluruh kebutuhan sistem
pelayanan publik.

• Tingkat 4:
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengaturan telah mendukung arah kebijakan kebutuhan  
integrasi sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau secara  eksternal.

• Tingkat 5:
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan kebijakan internal yang mendukung kebutuhan sistem  
pelayanan publik dimaksud dioptimalkan, dapat dipantau secara terus-menerus, kemudian  
dilakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan rekomendasi pemutakhiran kebijakan  yang 
diwujudkan dalam kebijakan baru dalam mendukung perubahan lingkungan, teknologi,  dan 
kebutuhan instansi.

Kriteria masing-masing tingkat kematangan (kebijakan memenuhi unsur):
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Indikator 17

• Tingkat 1:
Konsep/draft/rancangan peraturan/keputusan/surat edaran/ dokumen kebijakan, bukti evaluasi  
kebijakan, bahan telaah kebijakan, surat edaran/undangan, notulensi rapat pembahasan dan  sebagainya.

• Tingkat 2:
Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Dokumen Kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah/ Unit Kerja/Perangkat Daerah memenuhi kriteria tingkat 2.

• Tingkat 3:
Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah memiliki pengaturan  yang 
memenuhi kriteria tingkat 3.

• Tingkat 4:
Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah memiliki pengaturan  yang 
telah memenuhi kriteria tingkat 4.

• Tingkat 5:
Revisi Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah untuk
memperbaiki kebijakan sebelumnya dan memenuhi kriteria tingkat 5.

3. Gambaran/contoh data pendukung pemenuhan:
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PAGEDomain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator
35 – 1-2-3

Layanan Publik Instansi
Pemerintah 1

Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki

Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Sektor 1?

Tingkat 1 Sistem pelayanan publik belum tersedia atau hanya menyediakan layanan

diseminasi (penyebaran satu arah).

Tingkat 2 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.

Tingkat 3 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.

Tingkat 4 Sistem pelayanan publik mendukung layanan kolaborasi.

Tingkat 5 Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.

Deskripsi Layanan Publik Berbasis Elektronik Sektoral 1 (satu)

Nama Aplikasi : …………………….. (Nama Aplikasi layanan Publik Unggulan)

Tujuan : ………….. (Deskripsi yang menjelaskan tujuan dari dijalankannya Aplikasi Unggulantersebut)

Pengguna : ………….. (Penjelasan siapa saja penggunanya, siapa saja publik yang menggunakan aplikasi tersebut)

Input dan output : ……………… (Penjelasan apa inputan aplikasi tersebut, misalnya nomor NIK. Isian form pendaftaran, apa  saja 
isiannya, dan apa output/keluaran dari aplikasi tsb, mis : SIUP, dll)

Pengembang aplikasi : ……………….. (Penjelasan siapa yang mengembangkan aplikasi, apakah swakelola, atau ada bantuan dr  pihak 
ke 3)

Penjelasan tingkat kematangan : …………………. (Penjelasan tingkat layanan yang diakui dari aplikasi yang  
diimplementasikan)
(Harap diisikan layanan publik/sektoral/unggulan yang tidak sejenis dengan Indikator 25 s.d 34)
Data Pendukung: ………………(Bukti-bukti layanan itu dijalankan, mis : screen shot aplikasi, tampilan input/output, dll)



• Tingkat 1:

▪ Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan  tingkat 1.

• Tingkat 2:
▪ Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan interaksi/

daftar layanan dan fitur aplikasi/proses bisnis/SOP aplikasi/
dokumentasi terkait lainnya yang memenuhi kriteria tingkat 2.

• Tingkat 3:

▪ Dokumen penggunaan aplikasi/screenshot layanan transaksi/
daftar layanan dan fitur aplikasi/proses bisnis/SOP
aplikasi/arsitektur aplikasi/dokumentasi terkait lainnya yang
memenuhi kriteria tingkat 3.



• Tingkat 4:
Dokumen screenshot layanan kolaborasi/daftar layanan dan
fitur aplikasi/integrasi proses bisnis/SOP aplikasi/arsitektur
aplikasi/pengelolaan repositori API/ dokumentasi terkait
lainnya yang memenuhi kriteria tingkat 4.

• Tingkat 5:
Dokumen screenshot layanan optimalisasi/manajemen
layanan (pengelolaan fitur aplikasi)/proses bisnis/SOP
aplikasi/arsitektur aplikasi/update aplikasi dari versi
sebelumnya/dokumentasi terkait lainnya yang memenuhi
kriteria tingkat 5.
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TERIMA KASIH

Materi  merupakan ringkasan 

dari bahan paparan yang 

disampaikan dalam kegiatan 

SOSIALISASI EVALUASI 
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